
 

 

 

 

 

BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR  190  TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 166 TAHUN 2021  

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KABUPATEN PASURUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi dan 

Penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta 

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi, maka perlu menetapkan perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur  

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  

Nomor  13  Tahun  2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun   2014  Nomor 199) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun   2021 Nomor 186); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun   2019  Nomor 2036); 



 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 

2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan 

Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan 

Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun   2018  Nomor 10); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451); 

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 

2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018  Nomor 849); 

  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 412); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1539); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam 

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

546); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 



 

20. Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 166). 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 166 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN 

PASURUAN 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan (Berita 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 166) diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, dengan mengubah huruf a angka 3, 

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta menambahkan 1 (satu) ayat 

yaitu ayat (5 ), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

(1) Susunan  Organisasi  Dinas  sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 

terdiri atas : 

a. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri., terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

c. Bidang Sarana dan Prasarana lndustri dan Pemberdayaan    

Industri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana; 

d. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Bidang Kemetrologian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

dan Pelaksana;  

f. UPT; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 

 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 



 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(5) Kepala UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah dengan mengubah ayat (1) dan menghapus 

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta menambahkan 5 (lima) ayat 

setelah ayat (5) yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) 

sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 

3 ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang 

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

(2) Dihapus; 

(3) Dihapus; 

(4) Dihapus; 

(5) Dihapus; 

(6) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas 

Analisis Jabatan dan Beban Kerja dengan tugas, jenis, dan jenjang 

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-

masing; 

(7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu 

dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan kinerja organisasi; 

(8) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas : 

a. Ketua Tim; dan 

b. Anggota Tim. 

(9) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) huruf a yang ditugaskan oleh pimpinan 

unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas serta ketua tim 

melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan 

kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



 

3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah, sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati 

Pasuruan ini 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pasuruan. 

 

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 10 – 08 – 2023  

BUPATI PASURUAN, 

 

       ttd 

 

M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 10 – 08 – 2023  

SEKRETARIS DAERAH, 

 

               ttd 

  

 

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELAH DITELITI 
Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   
Asisten PKR   
Kepala Disperindag   
Kabag. Hukum Setda   
Kabag. Organisasi Setda   
Sekretaris Disperindag   



 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR    : 190    TAHUN    2023 

TANGGAL : 10   AGUSTUS   2023 

 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KABUPATEN PASURUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELAH DITELITI 
Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   
Asisten PKR   
Kepala Disperindag   
Kabag. Hukum Setda   
Kabag. Organisasi Setda   
Sekretaris Disperindag   

BUPATI PASURUAN, 
 
           ttd 

              
 
M. IRSYAD YUSUF 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

DINAS PERINDUSTRIAN 

DAN PERDAGANGAN 

 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL DAN 

PELAKSANA 
 
 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 
 

BIDANG 
KEMETROLOGIAN 

 

BIDANG 
 PEMBANGUNAN SUMBER 

DAYA INDUSTRI 

 
 

BIDANG SARANA DAN 
PRASARANA INDUSTRI 
DAN PEMBERDAYAAN 

INDUSTRI 
 

BIDANG 
PENGEMBANGAN 
PERDAGANGAN 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL DAN 
PELAKSANA 

 
 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL DAN 
PELAKSANA 

 
 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL DAN 
PELAKSANA 

 
 

 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL DAN 
PELAKSANA 

 
 

UPT 
 


